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ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah
mendorong munculnya  berbagai bentuk
perdagangan elektronik (e-commerce), termasuk
platform marketplace seperti Shopee. Model
transaksi daring ini telah mengubah pola interaksi
antara penjual dan pembeli menjadi tanpa tatap
muka, sehingga menimbulkan kompleksitas baru
dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan
konsumen. Salah satu persoalan krusial yang
muncul adalah mengenai kerusakan barang yang
diterima oleh konsumen setelah melakukan
transaksi  secara  online. ~ Fenomena  ini
memunculkan kebutuhan untuk meninjau ulang
tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam konteks
perlindungan konsumen digital. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab
pelaku usaha online terhadap kerusakan barang
yang diterima konsumen melalui aplikasi Shopee,
serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang
tersedia bagi konsumen dalam konteks transaksi
daring. Penelitian ini ~menggunakan metode
penelitian hukum normatif, dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum
primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta
bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan
jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum atas
kerusakan barang yang diterima konsumen,
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK yang
mewajibkan pemberian ganti rugi berupa
pengembalian uang, penggantian barang, atau
kompensasi lain yang layak dalam jangka waktu
tujuh hari sejak transaksi. Selain itu, platform
Shopee sendiri menerapkan sistem garansi Shopee
sebagai bentuk perlindungan tambahan terhadap
konsumen. Namun, masih ditemukan berbagai
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kendala dalam implementasi tanggung jawab
tersebut, antara lain ketidaktahuan konsumen
terhadap prosedur klaim, keterbatasan respon
pelaku usaha, dan kurangnya penegakan hukum
secara efektif terhadap pelaku usaha yang ingkar
janji. Penelitian ini juga menemukan bahwa bentuk
perlindungan hukum terhadap konsumen masih
memiliki celah, khususnya dalam mekanisme
penyelesaian sengketa yang bersifat efisien dan
mudah diakses oleh masyarakat umum. Lembaga
seperti BPSK dan LPKSM memiliki peran penting
dalam menjembatani hak-hak konsumen, namun
efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui penguatan
regulasi dan pengawasan pemerintah.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha,
Konsumen, Kerusakan Barang, Shopee,
Perlindungan Hukum, E-Commerce.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Adanya perdagangan melalui internet ini
berkembang pula sistem bisnis. virtual, seperti
virtual store dan virtual company, pelaku bisnis
menjalankan bisnis dan perdaganganya melalui
media internet dan tidak lagi mengandalkan bisnis
perusahaan konvensional yang nyata, dimana
dengan adanya fenomena yang demikian ini, yakni
semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi
merupakan penggerak bagi produktifitas dan
efisisensi produsen atas barang atau jasa yang
dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran
usaha, maka perlindungan hukum terhadap
konsumen dipandang sangat penting keberadaanya.
Sebab dalam rangka mengejar produktifitas dan
effisisensi tersebut. Dengan kemudahan yang
ditawarkan internet, adalah suatu hal yang wajar
ketika transaksi jual beli konvensional mulai
ditinggalkan. Saat ini transaksi melalui media
internet lebih dipilih dikarenakan kemudahan yang
ditawarkan. Transaksi perdagangan melalui sistem
elektronik, khususnya internet, menjanjikan
sejumlah keuntungan, namun pada saat yang sama
juga berpotensi sejumlah kerugian.®

Transaksi jual beli melalui internet memiliki
sisi praktis dan ekonomis serta dapat memudahkan
kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli
dalam melakukan kegitannya. Penjual pun dapat
dengan mudah mempromosikan barang
dagangannya melalui internet seperti situs yang
dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah

5 Sri Redjeki Hartono, Aspek-Aspek Hukum Perlindungan
Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum
Perlindungan Konsumen (Bandung: Mandar Maju,2000),
him.33.



pembeli memilih barang. Indonesia mengeluarkan
peraturan khusus yang mengatur transaksi
elektronik yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE.®

Dalam pasal 1457 BW diatur tentang
pengertian jual beli merupakan suatu persetujuan
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya
untuk menyerahkan satu barang, dan pihak yang
lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dalam
jual beli online yang digunakan oleh pihak bukan
sepeti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya,
tetapi perjanjian jual beli online tersebut dapat
dilakukan tanpa adanya pertemuan secara lansung
antara kedua belah pihak.

Dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik pasal 1 ayat (2) Transaksi Elektronik
adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan
komputer,dan/atau media elektronik lainnya.’

Transaksi jual beli secara online saat ini
memang sedang booming dikalangan masyarakat.
Jual beli online dapat didefinisikan sebagai segala
bentuk suatu transaksi - perdagangan maupun
perniagaan dengan menggunakan media elektronik.
Didalam transaksi jual beli online, pelaku usaha
toko online dengan konsumen diketahui tidak
bertemu secara langsung. Hal inilah yang
menyebabkan sesuatu hal yang baik maupun buruk
bisa terjadi didalam melakukan transaksi secara
online tersebut.

Kemampuan komputer dan akses internet saat
ini semakin berkembang membuat transaksi
perdagangan pun semakin mudah dilakukan.
Transaksi melalui internet ini dikenal dengan kata
lain yaitu E-commerce. E-commerce atau disebut
juga perdagangan elektronik merupakan aktivitas
yang berkaitan dengan pembelian, penjualan,
pemasaran  barang ataupun jasa  dengan
memanfaatkan sistem elektronik seperti internet
ataupun jaringan komputer.

Keberadaan e-commerce sendiri dalam internet
dapat dikenali melalui adanya fasilitas pemasangan
iklan, penjualan, dan service support terbaik bagi
seluruh pelanggannya dengan menggunakan sebuah

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

7 Saprida, dkk, Legalitas Transaksi Jual Beli Online di
Indonesia, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi
Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023, hal.317.
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toko online berbentuk web yang setiap harinya
beroperasi selama 24 jam.®

Di Indonesia terdapat beberapa e-commerce,
salah satunya adalah Shopee. Shopee merupakan
perusahaan jual beli online dan ritel e-commerce
yang menyediakan kemudahan bagi masyarakat
dalam membeli berbagai kebutuhan, mulai dari
produk kesehatan, kecantikan, elektronik, hingga
dekorasi rumah, melalui situs maupun aplikasi
Shopee. Namun, keberadaan e-commerce seperti
Shopee tidak sepenuhnya menghilangkan risiko
terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan
konsumen, di mana transaksi antara penjual dan
pembeli dilakukan secara virtual muncul peluang
untuk terjadinya berbagai bentuk kecurangan atau
penyimpangan. Hal ini menjadi perhatian utama
yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Adanya
produk dengan kualitas rendah dan pelayanan yang
tidak memuaskan dari sebagian produsen
merupakan masalah yang sering terjadi dan
memberikan potensi kerugian bagi konsumen.

Salah satu contoh kasus yaitu pemilik akun
bernama Dyah Ambarsari adalah salah satu
konsumen yang membeli barang di platform belanja
online yaitu shopee, barang tersebut berupa hard
disk dengan kapasitas penyimpanan 2 terabyte.
Namun, pada saat barang tersebut tiba ternyata
barangnya dalam keadaan rusak, terdapat retakan
pada cover hard disk dan ketika disambungkan ke
laptop, hard disk tersebut tidak terdeteksi. Pihak
konsumen memiliki barang bukti berupa video
pembuktian jika benar barang itu mengalami
kerusakan. Konsumen sudah menghubungi penjual
terkait kerusakan barang dan sudah mengajukan
pengembalian dana/barang, namun tidak ada respon
sama sekali dari pihak pelaku usaha.

Kenyataannya masih terdapat banyak pelaku
usaha yang melanggar hak konsumen. Sebagai
contoh, kerusakan barang yang diterima sangat
merugikan konsumen dan melanggar hak konsumen
seperti yang tercantum pada pasal 4 ayat (3) UUPK
yakni “hak atas informasi yang benar, jelas, dan
jujur-mengenai kondisi dan jaminan atas barang
dan/atau jasa” dan pasal 4 ayat (8) UUPK yakni
“hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi
dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya”.’

8 Hasya Fazni Pratiwi, op.cit, hal. 261.

91 Putu Sika Adi Putra dan | Gede Artha. Perlindungan Hukum
Bagi Konsumen Pembeli Barang Online Yang Tidak Sesuai
Dengan Yang Ditawarkan. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6
Tahun 2020, him. 1074.



Adanya e-commerce seperti Shopee tidak
menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran yang
berujung pada kerugian konsumen. Dalam e-
commerce, di mana para pihak yang bertransaksi
tidak bertatap muka secara fisik, berbagai bentuk
penipuan dan kesalahan dapat terjadi dan
merupakan masalah utama yang perlu ditangani.
Kelemahan lain yang sering terlihat dalam e-
commerce adalah jika barang yang ditawarkan
berkualitas buruk atau layanan pabrikan tidak
memuaskan, jika barang yang dipesan tidak sesuai
dengan barang vyang ditawarkan, kesalahan
pembayaran, pengiriman barang atau
ketidaktepatan dalam pengiriman barang, yang
tidak termasuk dalam syarat dan ketentuan
sebelumnya.®

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha
online terhadap konsumen atas kerusakan
barang yang diterima melalui aplikasi shopee.

2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen atas
kerusakan barang yang diterima dalam
transaksi jual beli online.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan studi pustaka
(library research). Sumber data terdiri dari bahan
hukum primer (peraturan perundang-undangan),
sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus
hukum). Analisis data dilakukan secara kualitatif
dengan teknik deskriptif-analitis.

PEMBAHASAN
A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Online
terhadap Konsumen atas Kerusakan Barang
yang Diterima Melalui Aplikasi Shopee
Pertanggungjawaban hukum mengenai
konsumen perlu juga dilihat terkait
permasalahannya apakah ada sesuatu yang dapat
menimbulkan  kerugian yang didapat oleh
konsumen yang meliputi pemanfaatan, pemakaian
hingga perbedaan barang yang ditawarkan oleh
penjual barang melalui aplikasi belanja online
tersebut. Dalam UUPK juga tidak dengan tegas
dijelaskan tentang jenis barang apa saja yang dapat
dipertanggungjawabkan oleh penjual barang dan
sampai mana pertanggungjawaban yang dapat

10 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2004, h. 79.
1 Lestarini, Ni Made Dewi Intan, and Dewa Nyoman Rai
Asmara Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko
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dilakukan oleh penjual barang tersebut. Kerugian
yang ditimbulkan oleh penjual barang di aplikasi
belanja online seharusnya dapat dipertanggung
jawabkan yakni berupa kompensasi yang diberikan
kepada konsumen akibat kesalahan maupun
kelalaian yang dilakukan oleh penjual barang di
aplikasi belanja online tersebut.!!

Ganti rugi atau kompensasi tersebut dapat
berupa pengembalian uang maupun ditukarnya
barang yang sudah diterima oleh pembeli barang
dengan barang yang sesuai dengan pesanan hal ini
bisa dilakukan melalui cara membuat suatu
kesepakatan antara penjual barang aplikasi belanja
online dengan pembeli barang. Dalam Pasal 19
UUPK dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku
usaha (penjual barang di aplikasi belanja online),
yaitu:*?

1) Pelaku usaha bertanggung  jawab
memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen
akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa
yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa pengembalian uang
atau penggantian barang dan/atau jasa yang
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan
kesehatan dan/atau pemberian santunan
yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam
tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah
tanggal transaksi.

4) Pemberian ganti  rugi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
menghapuskan  kemungkinan  adanya
tuntutan pidana berdasarkan pembuktian
lebih lanjut mengenai adanya unsur
kesalahan.

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila
pelaku usaha dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut merupakan kesalahan
konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2)
UUPK, “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau
setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk

Online Diinstagram." Kertha Semaya: Journal IImu Hukum 7,
No. 10 (2019): 1-14.

12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.



memberi kompensasi atau ganti rugi apabila produk
tidak sesuai perjanjian seperti dalam Pasal 7 Huruf
(g) UUPK vyaitu memberi kompensasi, ganti rugi
dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa
yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian. Pasal 19 ayat (3) menegaskan bahwa
pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang
waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pada Pasal 60 UUPK pertanggung jawaban
yang bisa dituntut dari penjual barang atau pelaku
usaha yaitu pembayaran ganti kerugian paling
banyak Rp200.000.000,00 terhadap pelanggaran
ketentuan yaitu:*®

1. Lalai membayar ganti rugi kepada

konsumen,

2. Tidak dipenuhinya syarat periklanan,

3. Kelalaian terhadap kesediaan suku cadang,

4. Lalai memenuhi jaminan yang

diperjanjikan.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
juga diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi
pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 8 yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi

dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai

dengan standar yang

dipersyaratkan dan  ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi
bersih atau netto, dan jumlah dalam
hitungan ~ sebagaimana  yang
dinyatakan dalam label atau etiket
barang tersebut;

c. tidak sesuai dengan ukuran,
takaran, timbangan dan jumlah
dalam hitungan menurut ukuran
yang sebenarnya;

d. tidak sesuai dengan kondisi,
jaminan, keistimewaan atau
kemanjuran sebagaimana
dinyatakan dalam label, etiket atau
keterangan barang dan/atau jasa
tersebut;

e. tidak sesuai dengan  mutu,
tingkatan,  komposisi,  proses
pengolahan, gaya, mode, atau
penggunaan tertentu sebagaimana
dinyatakan dalam label atau
keterangan barang dan/atau jasa
tersebut;

f. tidak sesuai  dengan janji
dinyatakan dalam label, etiket

13 Nyoman Rizkyta Putri & A.A Ketut Sukranatha. Tanggung
Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk
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keterangan, iklan atau promosi
penjualan barang dan/atau jasa
tersebut;

g. tidak mencantumkan tanggal
kadaluwarsa atau jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan yang
paling baik atas barang tertentu;

h. tidak mengikuti ketentuan
berproduksi secara halal,
sebagaimana pernyataan "halal"
yang dicantumkan dalam label;

i. tidak memasang label atau
membuat penjelasan barang yang
memuat nama barang, ukuran,
berat/isi  bersih atau  netto,
komposisi, aturan pakai, tanggal
pembuatan, akibat sampingan,
nama dan alamat pelaku usaha serta
keterangan lain untuk penggunaan
yang menurut ketentuan harus di
pasang/dibuat;

J. tidak mencantumkan informasi
dan/atau  petunjuk  penggunaan
barang dalam bahasa Indonesia
sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan
barang yang rusak, cacat atau bekas, dan
tercemar tanpa memberikan informasi
secara lengkap dan benar atas barang
dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan
sediaan farmasi dan pangan yang rusak,
cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau
tanpa memberikan informasi  secara
lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran
pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang
memperdagangkan barang dan/atau jasa
tersebut serta ‘wajib menariknya dari
peredaran.

Shopee memiliki kebijakan berkaitan dengan
pengembalian dana dan barang yakni akan dapat
melakukan pengajuan dalam mengembalikan
barang yang dibeli atau melakukan pengembalian
dana sebelum berakhirnya garansi Shopee yang
telah tercantum didalam persyaratan. Garansi
Shopee merupakan salah satu kebijakan yang
disediakan oleh Shopee untuk memberikan bantuan
kepada pengguna dalam mengatasi permasalahan
tertenu pada saat transaksi.

Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluwarsa. Kertha Semaya:
Journal lImu Hukum, 2018, 1-15



Permohonan untuk pengembalian Barang
dan/atau Pengembalian dana ditentukan dalam
kondisi dan situasi berikut:

a. Barang belum diterima oleh Pembeli;

b. Barang tersebut cacat dan/atau rusak saat

diterima;

c. Penjual telah mengirimkan Barang yang
tidak sesuai dengan spesifikasi yang
disepakati (misalnya salah ukuran, warna,
dsb.) kepada Pembeli; dan/atau;

d. Produk yang dikirim ke pembeli berbeda
secara bentuk dan bahan dari informasi
deskripsi yang diberikan oleh penjual

B. Bentuk Perlindungan Konsumen atas
Kerusakan Barang yang Diterima Dalam
Transaksi Jual Beli Online
Upaya pemerintah  dalam - memberikan

perlindungan terhadap konsumen telah tercermin
melalui dibentuknya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Didalam Undang-Undang tersebut telah mengatur
mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh
konsumen. Selain hak konusmen, Undang-Undang
Perlindungan Konsumen juga memberikan aturan
tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh
pelaku usaha (penjual). Didalam pasal 17 UU
Perlindungan Konsumen juga telah menyatakan
larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi
iklan yang memiliki maksud untuk berbuat tipu
daya terhadap konsumen yakni bermaksud untuk
tidak memberikan informasi secara jujur. Para
pelaku usaha dituntut untuk memberikan informasi
yang benar dan jujur terhadap barang dan jasa yang
dijualnya kepada konsumen.

Selain itu juga diatur Undang-Undang No. 19
tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang
No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE). Di dalam Pasal 9 UU Nomor
19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor
11 Tahun 2008 tentang ITE ini juga menyebutkan
jika pihak penjual sebagai pelaku usaha dalam
menawarkan produknya dengan menggunakan
media elektronik diharuskan untuk memberikan
informasi secara lengkap dan benar sesuai dengan
produk yang ditawarkannya. Oleh karena itu segala
informasi yang dibuat oleh para pelaku usaha untuk
menarik minat konsumen harus benar dan tidak
dimaksudkan untuk menipu atau mengelabui
konsumen.

Dalam kegiatan transaksi di membeli atau
menjual barang di aplikasi belanja online
menimbulkan hak serta kewajiban antara penjual

14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.
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(pelaku usaha) dan pembeli (konsumen), hak dan
kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK dibuat
untuk melindungi dan mengupayakan serta
menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Bentuk
perlindungan hukum yang diberikan adalah berupa
hak yang dimiliki konsumen dan hak tersebut diatur
dalam Pasal 4 UUPK dimana hal-hal yang
dirumuskan mengenai:**

1. Pertama, hak atas kenyamanan dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang
atau jasa;

2. Kedua, hak untuk memilih barang atau jasa
serta mendapat barang atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;

3. Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang atau jasa;

4. Keempat, hak untuk didengar pendapat dan
keluhannya atas barang atau jasa yang
digunakan;

5. Kelima, hak untuk mendapatkan advokasi
perlindungan dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara
patut;

6. Keenam, hak untuk mendapat pembinaan
dan pendidikan konsumen;

7. Ketujuh, hak untuk diperlakukan dan
dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

8. Kedelapan, hak untuk mendapatkan
kompensasi ganti rugi atau penggantian,
apabila barang atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.

Dapat dilihat bahwa undang-undang telah
memberikan hak bagi konsumen, namun pada
kenyataanya masih terdapat banyak hak-hak yang
seharusnya didapat oleh konsumen tetapi dilanggar
oleh pihak pelaku usaha. Dalam hal ini
ketidaksesuaian barang yang diterima sangat
merugikan pembeli dan melanggar hak pembeli
seperti melanggar Pasal 4 ayat (3) UUPK yakni
“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan/atau
jasa” dan Pasal 4 ayat (8) UUPK yakni “hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya”. Dalam Pasal 4 ayat (8)
tidak dijelaskan barang atau jasa apa saja yang



diberikan penggantian dan apakah barang yang
dijual offline maupun online sama bentuk
penggantiannya atau ganti Kkerugiannya, dalam
pasal ini terlihat kosong atau tidak diatur dan
dijelaskan mengenai hal tersebut.

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pelaku usaha online bertanggung jawab
memberikan ganti rugi kepada konsumen
atas kerusakan atau ketidaksesuaian barang
yang diterima oleh konsumen.
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19
UUPK, ganti rugi dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian
barang yang sesuai dengan kesepakatan.
Shopee juga menyediakan kebijakan
perlindungan konsumen melalui Garansi
Shopee untuk mempermudah pengajuan
keluhan.

2. Perlindungan terhadap konsumen telah
tercermin melalui dibentuknya Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen untuk melindungi
dan mengupayakan serta menjamin
kepastian hukum bagi konsumen. Bentuk
perlindungan hukum yang diberikan adalah
berupa hak yang dimiliki konsumen dan
hak tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Ketentuan yang
terdapat dalam Pasal 9 UU ITE tersebut
tentunya memberikan kepada konsumen
hak untuk mendapatkan suatu informasi
yang benar dan lengkap mengenai barang
atau produk yang ditawarkan oleh pelaku
usaha dalam  melakukan  kegiatan
perdagangan melalui media elektronik.

B. Saran
1. Platform seperti Shopee perlu memperkuat
mekanisme pengawasan terhadap penjual
serta memperbaiki sistem pengaduan agar
proses penggantian atau pengembalian
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online. Konsumen harus lebih teliti dan
memperhatikan keamanan dalam memilih
produk berupa barang dan/atau jasa, guna
menghindari penipuan oleh pihak penjual
yang tidak bertanggung jawab, serta
memperhatikan ketentuan yang berlaku
agar dapat menuntut ganti rugi.
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